SOAL SANGAT SULIT DAN JAWABAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Tema: Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Soal 1 — Konflik Karakteristik Kualitatif Informasi

Pemerintah Daerah X mengalami bencana besar pada akhir tahun anggaran. Untuk mempercepat penyaluran
bantuan, pemerintah mencatat seluruh belanja tanggap darurat berdasarkan estimasi sementara tanpa dokumen
lengkap. Auditor menemukan bahwa jika pemerintah menunggu dokumen lengkap, laporan keuangan akan

terlambat diterbitkan selama 6 bulan.

Pertanyaan:

1. Jelaskan konflik karakteristik kualitatif yang terjadi.

2. Analisis apakah laporan tetap dapat dianggap andal.

3. Jelaskan bagaimana entitas pemerintah harus menyeimbangkan relevansi dan keandalan informasi.

4. Berikan argumentasi apakah auditor seharusnya memberikan opini modifikasian.

Jawaban Soal 1

1. Konflik yang terjadi adalah antara relevansi dan keandalan informasi.

2. Laporan masih dapat dianggap cukup andal apabila estimasi menggunakan metode rasional dan terdapat
pengungkapan memadai.

3. Entitas harus menyeimbangkan ketepatan waktu, verifiabilitas, dan faithful representation.

4. Auditor dapat memberikan opini WDP atau disclaimer tergantung materialitas dan luas dampaknya.

Soal 2 — Basis Akuntansi dan Akuntabilitas Publik

Suatu kementerian menggunakan basis kas menuju akrual. Pada tahun berjalan terjadi kewajiban pensiun
pegawai Rp800 miliar, piutang pajak Rp1,2 triliun, dan komitmen kontrak pembangunan Rp2 triliun, namun

laporan realisasi anggaran hanya mengakui transaksi kas.

Pertanyaan:

1. Jelaskan kelemahan basis kas dalam konteks akuntabilitas publik.

2. Mengapa kerangka konseptual sektor publik mendorong basis akrual?

3. Analisis dampak pengabaian kewajiban pensiun terhadap sustainability fiskal.

4. Jelaskan hubungan basis akrual dengan stewardship pemerintah.



Jawaban Soal 2

1. Basis kas tidak menggambarkan posisi ekonomi secara menyeluruh.
2. Basis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Pengabaian kewajiban pensiun menyebabkan understated liabilities dan risiko fiskal tersembunyi.

4. Basis akrual mendukung stewardship karena menunjukkan seluruh aset dan kewajiban pemerintah.

Soal 3 — Entitas Pelaporan dan Batas Pengendalian

Pemerintah Kota Y membentuk BLUD semi-independen yang memiliki rekening sendiri dan dewan pengelola

sendiri, tetapi kepala daerah dapat mengganti direksi sewaktu-waktu.

Pertanyaan:

1. Apakah BLUD termasuk entitas pelaporan?

2. Jelaskan indikator pengendalian sektor publik.

3. Analisis konsekuensi tidak dilakukannya konsolidasi.

4. Jelaskan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.

Jawaban Soal 3

1. Ya, BLUD harus dikonsolidasikan karena masih berada dalam pengendalian pemerintah daerah.
2. Indikator pengendalian meliputi pengendalian kebijakan keuangan dan operasional.
3. Tidak adanya konsolidasi menyebabkan laporan understated.

4. Kualitas laporan menurun karena completeness dan faithful representation terganggu.

Soal 4 — Pengakuan Aset Warisan (Heritage Assets)

Pemerintah pusat menguasai candi bersejarah berusia 1.200 tahun yang tidak dapat dijual dan memiliki nilai

budaya tinggi.

Pertanyaan:

1. Analisis apakah candi tersebut memenuhi definisi aset sektor publik.
2. Jelaskan perbedaan manfaat ekonomi dan service potential.

3. Mengapa pengukuran heritage assets menjadi kontroversial?

4. Jelaskan pendekatan pengukuran yang paling tepat menurut Anda.

Jawaban Soal 4



1. Candi memenuhi definisi aset karena memiliki service potential.
2. Manfaat ekonomi terkait arus kas, sedangkan service potential terkait pelayanan publik.
3. Pengukuran kontroversial karena sulit menentukan nilai wajarnya.

4. Pendekatan disclosure naratif dan replacement cost dapat digunakan.

Soal 5 — Akuntabilitas Antargenerasi

Pemerintah nasional membiayai proyek infrastruktur besar menggunakan utang luar negeri jangka panjang.

Pertanyaan:

1. Jelaskan konsep interperiod equity.

2. Analisis apakah pembiayaan tersebut adil secara antargenerasi.

3. Jelaskan bagaimana kerangka konseptual membantu mengevaluasi sustainability fiskal.

4. Hubungkan kasus tersebut dengan tujuan pelaporan keuangan sektor publik.

Jawaban Soal 5

1. Interperiod equity berarti generasi sekarang tidak membebani generasi mendatang secara berlebihan.
2. Pembiayaan dianggap adil jika manfaat proyek lintas generasi.
3. Kerangka konseptual membantu melalui pengakuan kewajiban dan pengungkapan risiko fiskal.

4. Tujuan pelaporan sektor publik adalah akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Soal 6 — Studi Kasus Integratif Tingkat Doktoral

Sebuah pemerintah provinsi menunda pembayaran kewajiban agar defisit tampak kecil, tidak mengungkap

gugatan hukum besar, dan menggunakan asumsi optimistis dalam valuasi aset.

Pertanyaan:

1. Identifikasi prinsip kerangka konseptual yang dilanggar.
2. Analisis dampaknya terhadap decision usefulness.

3. Jelaskan implikasi etis dalam akuntansi sektor publik.

4. Rancang rekomendasi perbaikan berbasis kerangka konseptual.

Jawaban Soal 6

1. Prinsip yang dilanggar meliputi faithful representation, neutrality, dan completeness.
2. Dampaknya adalah misleading information bagi publik dan pembuat kebijakan.
3. Implikasi etis mencakup moral hazard dan potensi fraud.

4. Rekomendasi meliputi penguatan audit, transparansi, dan penerapan akuntansi akrual penuh.



